|1 T L

TRISAKTI

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAN

INSTITUT TRANSPORTASI DAN LOGISTIK TRISAKTI

TENTANG

PENGEMBANGAN TATA KELOLA LOGISTIK PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR : 2/HK.05-NK/01/2026
NOMOR : 125/LVI.03/MoU/ITL/2026

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh enam,

bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

MOCHAMMAD
AFIFUDDIN,

YULIANTINI,

Ketua Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Komisi
Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan
Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta
Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU,
Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, yang
berkedudukan di Jalan IPN Kebon Nanas
Nomor 2, Jakarta Timur, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.
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PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara
bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai
berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum
yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilihan umum
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai
penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam
penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan
umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perguruan tinggi swasta yang berlokasi di
Jakarta dan memiliki 3 (tiga) fakultas. Fakultas Manajemen dan Bisnis (FMB)
menaungi 6 (enam) program studi pada berbagai jenjang pendidikan, yaitu
Program Doktor (S3) Manajemen dengan kekhasan Manajemen Transportasi;
Program Magister (S2) Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Transportasi
Udara, Manajemen Transportasi Darat, Manajemen Transportasi Laut, dan
Manajemen Logistik; Program Sarjana (S1) Manajemen dengan peminatan
Manajemen Transportasi Udara, Manajemen Transportasi Darat, Manajemen
Transportasi Laut, Manajemen Logistik, dan Manajemen Perkeretaapian; serta 3
(tiga) program Diploma 3 (D3) yaitu Manajemen Transportasi Udara, Manajemen
Transportasi Laut, dan Manajemen Logistik dan Material. Selain itu, PIHAK
KEDUA juga memiliki Fakultas Sistem Transportasi dan Logistik, serta Fakultas
Teknik Transportasi dan Logistik dengan program studi Teknik Dirgantara yang
memiliki kekhasan pada Kebandarudaraan, Teknik Kelautan dengan kekhasan
pada Kepelabuhanan, dan Teknik Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan dengan
kekhasan pada Perkeretaapian; dan

c. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang saling
menguntungkan dalam rangka Pengembangan Tata Kelola Logistik pada
Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
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Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indon‘esia Tahun Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahiun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5336);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomdr 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Uindang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang NomoTrZ Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomdr 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahu;n 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Reéublik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelqlaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun ZOMT Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Orgénisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan
Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan
Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan
Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 985);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan
Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan
Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532); dan
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11. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor B/44/YTS/V/2023 tentang Statuta Institut

Transportasi dan Logistik Trisakti.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani
dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Tata Kelola Logistik
pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dengan

ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini, yang dimaksud dengan:

1.  Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan
rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan
Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tahun 1945.

2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan
kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota secara langsung dan demokratis.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN
(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam
melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota
Kesepahaman ini.
(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dan koordinasi
antara PARA PIHAK dalam mengembangkan tata kelola logistik pada

penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan.
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Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

a.

(1)

(4)

pendidikan, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang tata kelola
logistik pada penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan;

dukungan pemanfaatan sarana dan prasarana PARA PIHAK;

dukungan penyusunan kebijakan strategis dan/atau pengaturan teknis mengenai
tata kelola logistik pada penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan;
pelaksanaan magang mahasiswa,;

dukungan sosialisasi dan penyebarluasan hasil kebijakan strategis dan/atau
pengaturan teknis mengenai tata kelola logistik dalam penyelenggaraan Pemilu
dan/atau Pemilihan;

pertukaran, pengembangan, serta pemanfaatan data, informasi, dan teknologi
terkait tata kelola logistik; dan

kegiatan dan/atau dukungan bidang lain yang disepakati PARA PIHAK
sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan yang berlaku di masing-masing

PIHAK dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad
baik PARA PIHAK.
Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian
Kerja Sama yang mengatur rincian kegiatan hak dan kewajiban serta hal lain
yang dipandang perlu yang bersifat teknis dan menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan
dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas
dan fungsi masing-masing PIHAK.
Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman ini PARA
PIHAK harus memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur

dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi PARA PIHAK.
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Pasal 5
PEMBIAYAAN
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini
dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau atas kesepakatan
PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal
ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu
PIHAK kepada PIHAK lainnya, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud
memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan
maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga)
bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana
perubahan dan pengakhiran Nota Kesepahaman.

(3) Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau
pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak serta-merta mengakhiri tanggung
jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam

Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7
ADENDUM
Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota
Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA

PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR
(1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang
disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan
wajar dari PARA PIHAK yang bersifat keadaan kahar.
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Keadaan kahar yang dimaksud meliputi gempa bumi, banijir, pandemi, epidemi,
situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru
hara, dan adanya ketentuan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan
hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, namun
tidak terbatas pada peristiwa atau keadaan lain sejenis yang berada di luar
kendali PARA PIHAK yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat
melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Nota Kesepahaman ini.

Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK
yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut
kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24

(tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat

dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan

secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

KERAHASIAAN
PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data dan informasi
serta keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota
Kesepahaman ini yang bersifat teknis maupun komersial, kecuali ditentukan lain
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan
informasi yang disepakati PARA PIHAK.
Kerahasiaan segala data dan informasi serta keterangan yang diperoleh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai
dan/atau pihak terkait dari masing-masing PIHAK.
PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan data dan informasi ini tetap
berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.
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Pasal 11
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Setiap Hak Kekayaan Intelektual masing-masing PIHAK sehubungan dengan
pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap menjadi milik masing-masing PIHAK.
Hak Kekayaan Intelektual yang timbul karena pelaksanaan Nota Kesepahaman
ini dapat dimiliki bersama oleh PARA PIHAK dengan didasarkan kesepakatan
tertulis PARA PIHAK.

Pasal 12

PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan
evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan
dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.
Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 13
KORESPONDENSI
Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK
menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai
berikut:
a. PIHAK KESATU

Jabatan . Deputi Bidang Dukungan Teknis
Kedudukan : Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 31937223
Surat . persuratan@kpu.go.id
elektronik
b. PIHAK KEDUA
Jabatan : Wakil Rektor IV Institut Transportasi dan Logistik Trisakti
Kedudukan : Jalan IPN Kebon Nanas Nomor 2, Jakarta Timur

Telepon : (021) 8516050
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Surat . partnership@itltrisakti.ac.id

elektronik
Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban
untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7
(tujuh) hari sebelum terjadinya perubahan tanpa perlu dilakukan perubahan atas
Nota Kesepahaman ini.
Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum
diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota
Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data

korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai

cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA

PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu)
rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

SN -

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU

Rektor Ir&ﬂ.put Transportasi dan Logistik Ketua Komisi Pemilihan Umum,

St oIrlsaktl

- Seuliantini Moetiammad Afifuddin




